
Menimbang

IIALINAN;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 9 3 / PP.O t .2 -Kpt / t2 t O / KPU -Kab / vI / 2o2 1

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR l4l/PHP.BUP-

XIXI2O2I PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN I.ABUHANBATU,

a. bahwa untuk mela-ksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

l4llPHP.BUP-xIxl2O2l yang diucapkan pada tanggal 03 Juni

2O2l yang menyatakan pada angka 3 Amar Putusal dalam pokok

pemohonan, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan Pemulgutan Suara

Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten l,abuhanbatu

Tahun 2O2O di 2 (dua) TPS yaitu TPS OO7 dan TPS O09 Kelurahan

Bakaral Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalem waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan

Mahkamah ini dan melaporkalnya kepada Mahkamah dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemungutan

Suara Ulalg;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pembahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pemungutan dan Penghitungal Suara Pemilihan

Gubernur dal Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datram

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten lzbuhanbatu tentang Tahapan,

Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/ 2021

1

KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN LABUHANBATU

jdih.kpu.go.id/sumut/labuhanbatu



Mengingat

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhalbatu Tahun

2020;

1. Undalg-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukal Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalem lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 terrtanrg Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2014 Nomor

244, "fanbalran Irmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahart

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undalg Nomor 15 Tahun 2O 19 tentang Perubahan atas

Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangal;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengart

Undang-Undang Nomor 6 Tahua 2O2O terltzllg Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihal Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemi'lihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 32o), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2O2O telrtang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2A2O rcfiarlg

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara psmilihan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak

lanjutal dslqrn [6ndisi bencala non alam Corona Virus Disease

20 19 (Covid- 19).

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/ 2021

yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 202f;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

523l PY. 02. I - SD / 03 / WU / w / 2O2L Perihal Penjelasan Tindallanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XX/2021

tanggal 4 Jt:ni 2O2l;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

l,abuhanbatu Nomor 155/PP.0f.2-BAl l2l0(KPU-Kab/V[/2021
tanggal 6 Juni 2O21.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN T ARUH]ilVBATU

TENTANG TA}IAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PETAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA UI,ANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2O21 PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI I"{BUHANBATU TAHUN 2020.

Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Peleksanaan Pemungutan

Suara Ulaag Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

l4l /PHP.BUP-XLX|2O2L Pada Pemiliharr Bupati Dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yalg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Segala biaya yang imbul dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Walil Bupati

l,abuhanbatu Tahun 2O20 dan Tahun 2021.

Keputusan ini mul,ai berlaku pada tanggal 6ilBtoFkan.

Ditetapkan di RantauPraPat

Pada Tanggal 6 Juri 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAT}UPATEN I-AIIUI{ANBATU,Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILII{AN
UMUM KABUPATEN LCBUHANBATU

Subbagian Hukum,

?-
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I-AMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN I.AE}UHANBATU
NOMOR : 93/PP.o1.2-Kpt/ t2lo lKPu-Kab/vU 2O2t
TENTANG:
TA}IAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEI-AKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA UI-ANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTTTUSI NOMOR 141/PHP.BUP-X1XI2O2l
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU TAIIUN 2O2O

AUIAT AIiHIR
lvo XEGIATIIIT

4 Junl2O2l 4 Jun12O2l
1 Rapat Koordinasi KPU Provinsi

Sumatera Utara dengan KPU
Kabu ten Labuhalbatu

4 Jt:r:ii202l 6 Jnni 2027

2 Penyusunan Program dan Anggaral
Penye lenggaraal Pemungutan dan
Penghitungan Suara Uliang Pasca
Putusarr Mahka m ah Konstitusi

6 Juni 2021 22 Juni 2O2l
Penyusunan Keputusan
Penyelenggaraan Pemungutan dal
Penghitungan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi

18 Juni 20214 Stakeholdert Koordinasi

7 Juni 2O2l l8 Juni 2021
5

Pembentukan/ Pengangkatan Kembali
dan Pelantikan PPK PPS dan KPPS

9 Jllni2O2la. PPK dan PPS
9 Juni 2021

6

Masa a PPK PPS dan KPPS
30 Juni 20219 Juni 2021a. PPK dart PPS
30 Juni 20219 Juni 2021b. KPPS

7

L2 Juni2O2l10 Juni 2O2lPenyuluhan/Bimbingan Teknis kepada
PPS dan KPPSPPK

8

dan Pendistribusian

12 Jrlli 2O2l5 Juni 2O21
a. Proses pengadaan perlengkaPaa

Pemungutan dal Penghitungan
suara

18 Juni 20217 .Irn1202l
b. Produksi dan pendistribusian

perlengkapal Pemungutal dan
suara

9

Pemungutal dan Penghitungan Suara

18 Juni 202115 Juni 2021
a. Pendistribusian C pemberitahuaa

kepada pemilih yang terdaftar dalarn
DPI DPPh dan DPTtt

b. Pemungutan dan Penghitungan
suara ulang pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi di TPS

2O Jt:rrj2O2L19 Juni 2O21

10.

c. Pengumuman hasil penghitungan
suara ulang pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi di TPS

20 Juni 2O2l19 Juni 2021Pengumuman Hasil Penghitungan
Pasca Putusan MahkamahSuara

11.

4

JAI'WAL

7 Jrll:i 2O2l
Sosialisasi Kepada Peserta Pemilihan,
Pemangku Kepentingan dan
Masya-rakat Pemilih

6 Juni 2O21

b. KPPS 6 Jtni 2O2L

Pensadaarr

19 Juni 2021 19 Juni 2O21i
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Konstitusi di TPS melalui laman KPU
oleh KPU Kabu n

19 Juni 2021 19 Juni 2O21

t2. Penyampaian Hasil Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi di TPS dad KPPS kepada
PPK
Rekapitulasi Hasil Penghitungal Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi

20 Jlurli2O2l 2L Juri 2O2L
a. Rekapitulasi hasil pe nghitungal

suara ulalg di tingkat Kecematan
Oleh PPK

2l Jtri 2O2l2O Jlull|202l

2l Jluni 2O2l20 JvI]i 2O2l
c. Penyampaian re kapitul,asi hasil

penghitugan suara ulang di tingkat
Kecamatan kepada KPU KabuPaten
Labuhanbatu

2l Juri2021
d. Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat KPU Kabupaten
Labuhanbatu

22 hru2O2l2l Jlulri2O2l

13.

Pengumuman hasil rekaPitulasi
tingkat Kabupaten pada tempat
pengumuman di KPU KabuPaten
l,abuhanbatu dan melalui lamal
KPU oleh KPU KabuPaten
I-atruhanbatu

e

28 Juri2O2L22 Jvi2O2l
ienyampaian Laporarr Pelaksalaan
Pemungutan Suara Ulang KePada
Mahkamah Konstitusi dal KPU

Salinal sesuai dengal aslinYa
SEKRETARI-AT KOMISI PEMILII{AN
UMUM KAE}UPATEN LABUHANBATU

Ditetapkan di RantaupraPat

Pada Tanggal 6 J:uni 2O2l

KETUA KOMISI PEMILITIAN UMUM

KAEIUPATEN LAI}UHANBATU,

WA}IYIJDI

Ke Subbagian Hukum,
O1

Nasution

ttd
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b. Pengumuman hasil rekapitulasi
tingkat Kecainatarl pada papan
pengumuman di kaltor PPK dan
melalui leman KPU oleh KPU
Kabupaten labuhaabatu

22 Jlurl,|2O2l

t4.
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